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Istilah desa sudah dikenal jauh sebelum penjajahan Belanda dimulai, dan sebagaimana dikemukakan oleh
bahwa: Tidak dapat diketahui dengan pasti kapan permulaan adanya ?Desa? (Suryaningrat,1992),
Sedangkan yang dimaksud Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan agli
berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjgja, 2008). Desa merupakan institusi yang otonom
dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri sertarelatif mandiri (Widjaja, 2008). Sebutan Desa sangat
beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang batas-batas wilayahnya,
dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri atau self-
gouverning community ( Eko, 2008).

Dalam perjalanan sgjarah bangsa Indonesia sgjak jaman penjajahan hingga sekarang, keberadaan Desa
diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan
masyarakat desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan sebagaiaman diatur dalam peraturan perundang-
undangan sesuai dengan usul dan prakarsa Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pada tahun 2005 sebagian desa di Kabupaten Tangerang diubah statusnya menjadi Kelurahan. Hal yang
samajugadi Kota Serang pada tahun 2011 sebagian desa diubah menjadi Kelurahan. Desa dengan

K elurahan adalah berbeda, Desa adalah otonom yang diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur
rumah tangganya sendiri, sedangkan kelurahan adalah SKPD Kabupaten/K ota. Dalam perubahan tersebut
terjadi pro dan kontra, sertatidak sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Sehubungan dengan
perubahan status tersebut dilakukan penelitian terhadap perubahan desa menjadi kelurahan suatu kajian
kelembagaan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kelembagan adalah organisasi, karenaistilah kelembagaan dan
organisasi penggunaannya dapat dipertukarkan (Uphoff, 1986). Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah
perubahan struktur, teknologi, produk, orang budaya organisasi dan budaya masyarakat. Penelitian ini
merupakan studi kasus, pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan paradigm penelitian
post positivisme, Sebagai unit analisis adalah 5 (Ilima) kelurahan di Kecamatan K elapa Dua Kab. Tangerang,
dan 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Taktakan Kota Serang.

Dalam penelitian ini menghasilkan 4 (empat) temuan pokok sesuai tujuan penelitian. Pertama, proses
perubahan desa menjadi kelurahan tidak didasarkan aspirasi masyarakat, melainkan lebih banyak
kepentingan politis baik di Tangerang maupun Serang; kedua di Tangerang pelayanan kepada masyarakat
diluar jam kerjatidak maksimal, karena hilangnya unsur wilayah dalam struktur organisasi kelurahan,
sedangkan di Serang pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal; ketiga, baik di Tangerang maupun
Serang, status perangkat desayang menjadi perangkat kelurahan sampai saat ini belum jelas; keempat, di
Tangerang dengan desa berubah menjadi kelurahan, makaterjadi perubahan nilai-nilai di masyarakat,
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sedangkan di Serang tidak terjadi.

Daam perubahan desa mejadi kelurahan di masa yang akan datang maka di rekomendasikan, pertama perlu
dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, agar tidak terjadi pro dan kotra di masyarakat; kedua, perlu
dipersiapkan desain organisasi kelurahan yang berasal dari desa; ketiga, perlu kejelasan status SDM dalam
perubahan desa menjadi kelurahan; keempat, agar nilai-nilai budaya masyarakat desatidak hilang maka
perlu diakomodir pada kelurahan yang berasal dari desa.

Desa (village) isaterm that has been used for along time ago prior to the Dutch colonization as stated by
Suryadiningrat (1992) that it is unknown when exactly it was first introduced. Desa (village) is a unit of law
abiding society that has an original structure based on the privilege rights of origin (Widjagja, 2008). Desais
an autonomous institution with their own traditions, customs and laws, which isrelatively independent
(Widjaa, 2008). Desaiis very diversified in Indonesia. In the beginning it was alocal community
organization whose territorial boundaries were dwelled by a number of people that had customs to self-
govern or self-governing community (Eko, 2008).

In the history of Indonesian nation the existence of desa has been acknowledged in various rules of laws
ever since the colonization era until today. Along with the progress of the time and the demands, the status
of desa community can be transformed into a village administrative unit (kelurahan) as stipulated in the
rules of laws based on the proposal and ideas of the village governance along with Village Consultative
Board (Badan Permusyaratan Desa).

In year 2005 the status of the majority of villages in Tangerang regency were transformed into village
administrative unit. In year 2011 the same went for that of Serang city. Desa and village administrative unit
are different. The former is an autonomy that is authorized to self-govern their affairs whereas the latter is
Regency/City Apparatus Work Unit (SKPD). Such changes raised the case of for and against, and in fact,
they are far from their expectations. In relation to that, the research of institutional studies was conducted
concerning the changes from desa to village administrative unit.

In this research what is meant by institution is organization because both terms can be used interchangeably
(Uphoff, 1986). The scope of the research is the changes in structure, technology, products, people,
organization and society cultures. Thisresearch is a case study adopting qualitative approach with post
positivism research paradigm. As the units of analysis, there are 5 (five) village administrative unitsin
KelapaDuadistrict of Tangerang regency, and 3 (three) village administrative unitsin Taktakan district of
Serang city.

The research found 4 (four) main findings in line with the purposes of the research. Firstly, the changes from
desato village administrative unit did not come from the society's aspirations, in fact it was dominantly
based on political interests both in Tangerang and in Serang.; secondly, in Tangerang the public services
outside working hours were not optimum due to the loss of territorial element within the village
administrative unit organization, but in Serang the services were optimum,; thirdly, either in Tangerang or in
Serang, the status of the village apparatus that had been shifted to village administrative unit apparatus was
not yet clear ; fourthly, in Tangerang changing values within the society occurred, but not in Serang.

In conclusion, for future changesit is, therefore, necessary to give the following recommendations: first, it is
necessary to conduct socialization first prior to the changes to avoid the case for and against within the
society; second, it is also necessary to prepare organizational design of avillage administrative unit that is
originallya desa; third, for such changesit is also necessary to have a clear status of the human resources;



fourth, in order to avoid the loss of the village communal valuesit is, therefore, necessary to accommodate
them in the village administrative unit originated from a desa.



